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Abstract 
This study analyzes the urgency of civil servant investigators in law 
enforcement in environmental matters. The method used in this research 
is normative legal research using the Legislation approach and conceptual 
approach. The legal material used includes primary, secondary and ter-
tiary legal materials, with the analysis of the chosen legal material being 
descriptive analysis. The results showed that the urgency of civil servant 
investigators as criminal investigators in the environmental field in the 
criminal justice system is an investigation based on special abilities from 
the results of technical skills training held by PPNS for criminal acts in 
the environmental field in relation to criminal acts. The existence of 
PPNS in the environmental field was presented because investigators 
(Polri) faced certain obstacles in investigating criminal acts in the envi-
ronmental field 

Abstraks 
Penelitian ini menganalisis urgensi penyidik pegawai negeri sipil dalam 
penegakan hukum tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif 
dengan metode pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kon-
septual. Bahan hukum yang dipergunakan mencakup bahan hukum pri-
mer, sekunder dan tersier, dengan analisa bahan hukum yang dipilih 
adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Urgensi 
penyidik pegawai negeri sipil sebagai penyidik tindak pidana di bidang 
lingkungan hidup dalam sistem peradilan pidana adalah penyidikan 
berdasarkan kemampuan khusus dari hasil pelatihan keterampilan teknis 
yang dimiliki PPNS atas tindak pidana di bidang lingkungan hidup 
dalam kaitannya dengan tindak pidana. Keberadaan PPNS di bidang 
lingkungan hidup dihadirkan karena penyidik (Polri) menghadapi ken-
dala tertentu dalam penyidikan atas tindak pidana di bidang lingkungan 
hidup. 
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1. Pendahuluan  

Di Indonesia peraturan mengenai Ling-
kungan Hidup adalah sistem yang merupa-
kan kesatuan ruang dengan semua benda, 
daya, keadaan dan makhluk hidup. Terma-
suk dan yang menjadi inti di dalamnya ada-
lah manusia dengan perilakunya. Kesemua-
nya itu mempengaruhi kelangsungan kehi-
dupan dan kesejahteraan manusia sebagai 
subjek, serta makhluk hidup lainya. Kese-
muanya tunduk pada hukum alam yang 
menjadi lokasi kehidupan fisik, yang dalam 
bahasa agama tunduk pada otoritas Allah, 
penguasa semesta alam. 

Lingkungan hidup secara umum berar-
ti merupakan kesatuan dari beberapa ling-
kup ruang dimana lingkungan tersebut terisi 
dengan segala makhluk hidup serta benda-
benda mati yang berada di dalam lingkup 
lingkungan tersebut dan itu juga termasuk 
manusia beserta adab perilakunya. Realitas 
pada saat ini bahwa bukan hanya lingkungan 
secara fisik saja yang merupakan lingkungan. 
Lingkungan hidup juga mencakup sebuah 
eko-sistem, perilaku sosial, adat istiadat dan 
budaya, bahkan juga unsur benda mati sep-
erti tanah, api, air, dan udara yang ada pada 
lingkungan tersebut.  

Lingkungan hidup di Indonesia harus 
dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi 
lingkungan yang serasi, selaras dan seim-
bang untuk menunjang pembangunan yang 
berwawasan lingkungan serta peningkatan 
kesejahteraan dan mutu hidup generasi 
bangsa (Hardjasoemantri, 1993: 12; Nurdin, 
2017; Natsir & Rachmad, 2018; dan Wati, 
2018).  

Pada dimensi lingkungan hidup secara 
fisik, permasalahan lingkungan hidup saat 
ini sering dihadapi adalah kerusakan ling-
kungan. Hal ini terjadi di semua faktor ke-
hidupan karena nafsu keserakahan manusia 
dalam mengeksploitasi sumber daya alam 
untuk konsumsi dalam arti luas. Kerusakan 

alam, yang direfleksikan dengan ben-cana 
alam dan akibat langsung dari eksploitasi itu 
begitu terasa sekali tetapi untuk membuk-
tikan susah sekali. 

Dalam bahasa hukum, kerusakan ter-
jadi karena terjadinya pelanggaran hukum. 
Pada satu sisi hukum sudah cukup lengkap 
mengatur dan melarang, ekploitasi alam 
yang menyebabkan terdegradasi atau bahkan 
di luar daya dukung lingkungan. Namun, 
penegakkan peraturan ternyata tidak mak-
simal dalam melakukan pengawasan apa lagi 
menindak para pelanggar. Dengan berbagai 
alasan dan keterbatasan, pelanggaran hukum 
di bidang lingkungan hidup terus terjadi. 

Bahwa pemerintah dengan itikad mem-
berdayakan dan menjaga kelestarian ling-
kungan hidup menetapkan ketentuan penge-
lolaan lingkungan hidup dalam Undang-
Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlin-
dungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(selanjutnya disebut UU PPLH). Dalam kon-
sideran menimbang huruf a UU PPLH me-
nyebutkan bahwa “lingkungan hidup yang 
baik dan sehat merupakan hak asasi setiap 
warganegara Indonesia sebagaimana dia-
manatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945”. Hal tersebut merupakan landasan fi-
losofis pengaturan lingkungan hidup di In-
donesia sesuai dengan UUD Tahun 1945. 
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 
PPLH menyebutkan pengertian dari ling-
kungan hidup yaitu: “kesatuan ruang de-
ngan semua benda, daya, keadaan, dan ma-
khluk hidup, termasuk manusia dan perila-
kunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, 
kelangsungan perikehidupan, dan kesejah-
teraan manusia serta makhluk hidup lain”. 

UUPLH ini dibuat dalam rangka mem-
perbaiki kondisi lingkungan hidup di Indo-
nesia serta mengurangi laju kerusakan ling-
kungan yang muncul (Kim, 2013). Kemuncu-
lanya adalah sebagai akibat atau perilaku 
alam, khususnya akibat dari perilaku manu-
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sia yang mengeksploitasi alam. Kemudian 
bisa juga sebagai akibat perilaku alam, yang 
secara alamiah mendegradasi kualitas ling-
kungan hidup misalnya bencana alam (Wa-
hidin, 2014:5). 

Perlindungan dan pengelolaan ling-
kungan hidup sebagaimana Pasal 2 UU 
PPLH  dilaksanakan berdasarkan asas: a) 
tanggungjawab negara; b) kelestarian dan ke-
berlanjutan; c) keserasian dan keseimbangan; 
d) keterpa-duan; e) manfaat; f) kehati-hatian; 
g) keadilan; h) ekoregion; i) keanekara-gam-
an hayati; j) pencemar membayar; k) partisi-
patif; l) kearifan lokal; m) tata kelola peme-
rintahan yang baik; dan n) otonomi daerah. 

UU PPLH ini diyakini memiliki tingkat 
kelengkapan dan pembahasan yang lebih 
komprehensif jika diban-dingkan dengan UU 
No. 23 Tahun 1997, hal ini dikarenakan 
masih banyak celah-celah hukum yang dit-
inggalkan oleh UU No. 23 Tahun 1997 terse-
but. Salah satu hal yang paling dinanti dari 
penerapan UU No. 32 Tahun 2009 ini adalah 
pada konteks penyelesaian masalah pence-
maran dan pengrusakan lingkungan hidup, 
tentang bagaimana bentuk penyelesai-annya 
sampai dengan berbagai ancaman pidana 
terhadap para pelanggarnya khususnya da-
lam tindak pidana di bidang lingkungan 
hidup. 

Eksploitasi terhadap sumber da-ya a-
lam dan lingkungan hidup tidak dapat die-
lakkan dalam rangka mengejar pertum-
buhan, yaitu pertumbuhan ekonomi. Hal ini 
tidak lain karena paradigma berpikir yang 
digunakan adalah paradigma industrialism 
dan developmentalisme. Melalui paradigma 
berpikir seperti ini maka parameter pertum-
buhan ekonomi menjadi tolak ukur utama 
keberhasilan pembangunan (Adiansyah & 
Aedy, 2016). 

Penyelesaian sengketa tentang Ling-
kungan Hidup pada UU PPLH melengkapi 
dari undang-undang sebelumnya, sebagai-
mana yang tercantum pada Bab XIII Pasal 84 

UU PPLH dikatakan bahwa Penyelesaian 
Seng-keta Lingkungan Hidup dapat ditem-
puh melalui pengadilan atau diluar pengadi-
lan. 

Di Indonesia, regulasi yang me-ngatur 
tentang perlindungan hidup diatur dalam 
Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. Di dalam regulasi itu, ada 3 cara 
penegakan hukum yang bisa dilakukan da-
lam upaya perlindungan lingkungan hidup. 
Machmud (2012) ada 3 (tiga) penegakan 
hukum. Penegakkan hukum tersebut melipu-
ti: 1) Penegakan hukum administratif; 2) 
Penegakan hukum pidana; dan 3) Penegakan 
hukum perdata. 

Problem lingkungan hingga kini terus 
menjadi isu yang selalu aktual dan belum 
tertanggulangi, terlebih di era reformasi yang 
tidak luput dari tuntutan demokratisasi dan 
transparansi. Dalam rangka mengantisipasi 
kian meluasnya dampak kontra pro-duktif 
terhadap lingkungan khusus-nya akibat per-
kembangan dunia industri yang pesat maka 
penegakan hukum di bidang lingkungan 
hidup menjadi mutlak diperlukan. Segenap 
stakeholders harus mempunyai tekad untuk 
memelihara lingkungan dari kemerosotan 
fungsi yang senantiasa mengancam ke-
hidupan masa kini dan masa mendatang. 
Hukum lingkungan dengan demikian, mem-
punyai peran yang sangat urgen dalam 
membantu mewujudkan pembangunan yang 
ber-kelanjutan.  

Untuk menjamin kepastian hukum dan 
memberikan perlindungan untuk setiap o-
rang untuk mendapatkan lingkungan yang 
baik maka dalam penanganan kejhatan ling-
kungan hidup harus dilakukan penegakan 
hu-kum yang dilakukan secara tegas tegas 
dan berkeadilan pelaksanaan penegak-an 
hukum dalam kejahatan lingkungan juga ha-
rus dilakukan secara komprehensif dan ter-
padu sehingga peran aparat penegak hukum 
sangat diperlukan dalam memberantas keja-
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hatan lingkungan hidup. Oleh sebab itu di 
dalam penanganan perkara kejahatan ling-
kungan hidup haruslah dilakukan secara 
terpadu (criminal justice system) dengan men-
goptimalkan peran aparat yang ada, baik 
dalam proses penyelidikan, penyidikan, pe-
nuntutan dan proses persidangan di Penga-
dilan. Dalam pelaksanaan pe-nyelidikan dan 
penyidikan maka peran penyidik sangat pen-
ting karena sebagai pintu utama dalam pros-
es penanganan perkara kejahatan lingkungan 
(Ma’ruf, 2018) . 

Dikaji dari perspektif Pasal 6 ayat (1) 
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut 
KUHAP), ditegaskan bahwa penjabat penyi-
dik adalah Pejabat Kepolisian Negara Repu-
blik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri 
Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus. 
Di sisi lain, adanya Peraturan Kepala Ke-
polisian Negara Republik Indonesia No. 6 
Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan 
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (selan-
jutnya disebut Perkapolri No. 6 Tahun 2010) 
menyatakan bahwa PPNS tertentu yang 
diberikan kewenangan khusus oleh undang-
undang untuk melakukan penyidikan tindak 
pidana sesuai dengan undang-undang yang 
menjadi dasar hukumnya masing-masing 
dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di 
bawah koordinasi dan pengawasan penyidik 
Polri.  

Setelah diberlakukannya Undang-Un-
dang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ter-
jadi beberapa variasi hubungan hukum anta-
ra Penyidik Polri dengan PPNS. Selama ini 
luas lingkup tugas dan tanggungjawab pe-
nyidik dalam sistem penegakan hu-kum di 
Indonesia menyisakan banyak permasalahan, 
tidak saja terkait banyaknya institusi yang 
diberi kewe-nangan untuk melakukan 
penyidikan atas suatu tindak pidana, tetapi 
juga masih terdapatnya tumpang tindih 
kewenangan penyidikan antara beberapa 
institusi (Effendi & Lubis, 2018; Adam, 2020). 

Hal ini mengakibatkan hubungan kordinasi 
antar institusi penyidik muncul kesan kurang 
terjalin koordinasi dan sinergitas yang dapat 
berdampak pada berkurangnya kredibilitas 
institusi penegak hukum di dalam masyara-
kat. PPNS diberikan kewenangan untuk 
melaksanakan tugas penyidikan, di satu sisi 
tentunya akan memudahkan dalam peng-
ungkapan suatu tindak pidana mengingat 
banyaknya kendala yang dihadapi oleh apa-
rat kepolisian dalam mela-kukan penyidikan, 
seperti kualitas dan kuantitas sumber daya 
manusia, sarana-prasarana pendukung, serta 
anggaran. Di sisi lain banyaknya institusi pe-
nyidik berpotensi menimbulkan ta-rik mena-
rik kewenangan antar institusi, terlebih apa-
bila masing-masing institusi penyidik me-
ngedepankan ego sektoral, yang dapat beru-
jung pada terhambatnya proses penegakan 
hukum.  

Sehubungan dengan hal tersebut, maka 
Sidharta (2000) menyatakan “... hak dan 
kewajiban orang dalam situasi kemasyara-
katan tertentu...” kepatuhannya tidak dis-
erahkan pada kemauan bebas yang ber-
sangkutan. Ada hukum yang mengaturnya. 
Hukum terbentuk dalam masyarakat yang 
teratur dan yang sudah terorganisasi secara 
politik dalam bentuk negara dapat terjadi 
dalam berbagai proses. Pertama proses pem-
bentukan hukum melalui proses politik 
menghasilkan perundang-undangan.  Kedua 
proses pembentukan hukum melalui peradi-
lan menghasilkan yurispridensi. Ketiga pem-
bentukan hukum melalui putusan birokrasi 
pemerintahan menghasilkan ketetapan. 
Keempat, pembentukan hukum dari perilaku 
hukum warga masyarakat dalam kehidupan 
sehari-hari atau kebiasaan dan terakhir 
kelima, dari pengembangan ilmu hukum 
(doktrin) (Sidharta, 2000: 240). Politik hukum 
maksudnya dalam rangka pembentukan hu-
kum yang baru yang sesuai dengan prinsip 
kepastian hukum dan integralitas yang bi-
asanya dimasukkannya dalam program leg-
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islatif nasional (selanjutnya Prolegnas) dari 
sana hal ini sudah dimulai. 

Dalam ilmu hukum, dikenal adanya 
hukum pidana umum dan hukum pidana 
khusus. Dalam sistem hukum pidana di In-
donesia dapat ditemukan dalam Undang-
Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum 
Pidana (selanjutnya disebut KUHP) pada 
Pasal 103 yang menyatakan bahwa ketentu-
an-ketentuan dalam Bab I–Bab VIII berlaku 
bagi perbuatan-perbuatan yang oleh keten-
tuan perundang-undangan lain diancam de-
ngan pidana, kecuali jika oleh undang-
undang ditentukan lain. 

Berdasarkan Pasal 103 KUHP tersebut, 
maka yang dimaksud de-ngan: a) Tindak 
pidana umum adalah semua tindak pidana 
yang tercantum dalam Kitab Undang-Un-
dang Hukum Pidana dan semua undang-Un-
dang yang mengubah atau menambah Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana. b) Tindak 
pidana khusus adalah semua tindak pidana 
yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan tertentu di luar Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana. 

Tindak pidana di bidang lingkungan 
hidup dapat dikategorikan sebagai tindak 
khusus karena penga-turannya berada di 
luar KUHP dan jenis tindak pidana diatur di 
luar KUHP. Sebagai tindak pidana khusus, 
dalam aspek penyidikan sebagai sub sistem 
dari sistem peradilan pidana, terdapat be-
berapa variasi. 

Ketentuan dalam Pasal 94 ayat (1) UU 
PLH “Selain penyidik pejabat polisi Negara 
Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri 
sipil tertentu di lingkungan instansi peme-
rintah yang lingkup tugas dan  tanggung ja-
wabnya di bidang perlindungan dan pengel-
olaan lingkungan  hidup diberi wewenang se-
bagai penyidik sebagaimana dimaksud  da-
lam  Hukum  Acara  Pidana  untuk  melaku-
kan penyidikan tindak pidana lingkungan 
hi-dup” seharusnya memberikan batasan 
secara jelas tentang pihak yang berwenang 

untuk melakukan penyidikan sengketa ling-
kungan hidup, sehingga tidak menimbulkan 
sengketa kewe-nangan diantara Polri dan 
PPNS. Hal ini juga bias dalam penjelasan 
ketentuan tersebut, dimana dalam penjelas-
annya di katakan cukup jelas. Tetapi justru 
ketentuan yang ada dalam Pasal 94 ayat (1) 
telah menimbulkan multitafsir (tidak jelas)/ 
ketidakjelasan norma terkait dengan ba-
gaimana kedudukan Penyidik pejabat peg-
awai negeri sipil tertentu di lingkungan in-
stansi pemerintah yang lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya di bidang perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup diberi 
wewenang sebagai penyidik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal tersebut.  

Penelitian ini bertujuan untuk menga-
nalisis urgensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
dalam penegakkan hukum tindak pidana di 
bidang lingkungan hidup.  

2. Metode 

Metode penelitian yang digunakan da-
lam penulisan jurnal ini adalah penelitian 
yuridis normatif yakni penelitian yang difo-
kuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-
kaidah atau norma-norma dalam hukum 
positif. Penelitian ini. Merupakan peneli-tian 
hukum (legal research) dengan meng-gunakan 
pendekatan Perundang-undangan (statute 
approach) dan pendekatan konseptual (concep-
tual approach) 

3. Hasil dan Pembahasan 

Urgensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Se-
bagai Penyidik Tindak Pidana Di Bidang 
Lingkungan Hidup Dalam Sistem Peradilan 
Pidana Berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan  

Secara filosofis peraturan perundang-

undangan harus mencerminkan nilai-nilai 
yang mendasari substansinya. Isi aturan 
hukum berarti menetapkan yang menjadi 
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kaidah hukumnya sebagaimana termaktub 
dalam aturan hukum tersebut. Pembaharuan 
hukum pidana pada hakekatnya harus dil-
aksanakan dengan pendekatan yang berori-
entasi pada kebijakan (policy oriented ap-
procah) dan sekaligus yang berorientasi pada 
nilai (value oriented approach) (Wibowo, 2014; 
Maskur, 2018; dan Mahmud, 2018). 

Kedudukan maupun eksistensi PPNS 
dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat 
dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP, yang 
menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat 
Polisi Negara Republik Indonesia atau pejab-
at pegawai negeri sipil tertentu yang diberi 
kewenangan khusus oleh undang-undang 
untuk melakukan penyidikan. Selain itu ter-
dapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Un-
dang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Ke-
polisian RI merupakan pejabat pegawai 
negeri sipil tertentu yang berdasarkan pera-
turan perundang-undangan ditunjuk selaku 
penyidik dan mempunyai wewenang untuk 
melaku-kan penyidikan tindak pidana dalam 
lingkup undang-undang yang menjadi dasar 
hukumnya masing-masing, serta dapat dike-
temukan dalam masing-masing undang-un-
dang yang menjadi dasar hukum PPNS 
melakukan penyidikan, seperti pada Un-
dang-Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 ten-
tang Konservasi Sumber daya Alam Hayati 
dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tamba-
han Lembaran Negara  No. 3419), pada Pasal 
39, Undang-Undang No. 41 Tahun1999 ten-
tang Kehutanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 167) pada 
Pasal 77, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 
tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No-
mor 136) pada Pasal 50, Undang-Undang No. 
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 
dan Batubara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 4), pada Pasal 
149 dan Pasal 150, Undang-Undang No. 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pe-

ngelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No-
mor 140) pada Pasal 94, Undang-Undang  
No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Ten-
tang Perikanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154) pada 
Pasal 73, Pasal 73A, Pasal 73 B dan Pasal 74 
dan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 18 Tahun 2013  Tentang  Pen-cegahan 
dan Pemberantasan Perusakan Hutan, (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 130) pada Pasal 54, Pasal 55 dan 
Pasal 56.  

Kewenangan harus dilandasi oleh ke-
tentuan hukum yang ada (konstitusi), se-
hingga kewenangan tersebut merupakan ke-
wenangan yang sah. Dengan demikian, pe-
jabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan 
didu-kung oleh sumber kewenangan terse-
but. Peraturan Perundang-Undangan terse-
but harus memenuhi persyaratan kekuatan 
berlaku, ada tiga macam kekuatan berlaku, 
agar suatu peraturan perundang-undangan 
dapat diberlakukan yaitu: a) Keberlakuan 
atau hal berlakunya secara yuridis, yang me-
ngenai hal ini dapat dijumpai anggapan-
anggapan sebagai berikut bahwa hukum 
mempunyai kekuatan yuridis, apabila penen-
tuannya berdasarkan keadilan yang lebih 
tinggi tingkatnya; suatu keadilan hukum 
mempunyai kekuasaan yuris jikalau kaedah 
tersebut op de vereichte wrijze is tot standt gek-
omen’ (terjemahannya: terbentuk menurut 
cara yang telah ditentukan); secara yuridis 
kaedah hukum mengikat apabila menunjuk-
kan hubungan keharusan antara suatu kon-
disi dan akibatnya. b) Keberlakuan sosiologis 
atau hal berlakunya secara sosiologi, yang 
intinya adalah efektivitas kaedah hukum di 
dalam kehidupan bersama. Mengenai hal ini 
dikenal dua teori yaitu teori kekuasaan 
(machtteorie; the power theory) yang pada po-
koknya menyatakan kaedah hukum mempu-
nya keberlakuan sosiologis apabila Dipak-
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sakan berlakunya oleh penguasa, dite-rima 
ataupun tidak oleh masyarakat dan teori 
pengakuan (anerkennungstheorie; the recogni-
tion theory) yang berpokok pangkal pada 
pendapat bahwa keberlakuan kaedah hukum 
didasarkan pada penerimaan atau pengaku-
an oleh mereka kepada siapa kaedah hukum 
tadi tertuju. c) Keberlakuan filosofis atau hal 
berlakunya secara filosofis, artinya bahwa 
kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-
cita hukum (rechtsidee) sebagai nilai positif 
yang tertinggi (uberpositieven wert), misalnya 
Pancasila, masyarakat adil dan mak-mur dan 
seterusnya (Soekanto dan Purbacaraka, 1993) 

Menurut Soekanto dan Purbacaraka 
(1993) dalam pembentukan peraturan per-
undang-undangan harus memperhatikan a-
sas-asas peraturan perundang-undangan an-
tara lain: 1) Undang-undang tidak berlaku 
surut; 2) Undang-undang yang dibuat oleh 
penguasa tertinggi mempunyai kedu-dukan 
yang tinggi pula (lex superiori derogat legi infe-
riori); 3) Undang-un-dang yang bersifat khu-
sus akan mengesampingkan atau melumpuh-
kan undang-undang yang bersifat umum 
(Lex spesialis derogat Lex generalis); 4) Undang-
undang yang baru akan mengalahkan atau 
undang-un-dang yang lama (Lex posteriori 
derogat legi priori); 5) Undang-undang meru-
pakan sarana maksimal bagi kesejahteraan 
spiritual masyarakat maupun individu, me-
lalui pembaharuan atau pelestarian.  

PPNS merupakan lembaga atau bagian 
yang benar-benar sebagai pene-gak pera-
turan hukum atau peraturan perundang-
undangan. Pasal 7 ayat 2 KUHAP menya-
takan bahwa penyidik sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempu-
nyai wewe-nang sesuai dengan undang-
undang yang menjadi dasar hukumnya mas-
ing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya 
berada di bawah koordinasi dan pengawasan 
penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) hu-
ruf a.  

Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS, 

perlu didukung sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan sehingga menghasil-
kan kinerja yang efektif dan efisien. (Pera-
turan Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Ma-
najemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil). Keberadaan PPNS di bidang 
pengelolaan sumber daya alam telah mem-
punyai landasan hukum yang kuat. 

Saat ini dalam lembaga penyidikan ter-
dapat adanya Penyidik Polri dan PPNS, 
maka dapat dikatakan bahwa PPNS merupa-
kan bagian dari sistem peradilan pidana. Se-
bagai suatu sistem peradilan pidana mem-
punyai beberapa karakterisktik berikut: 1) 
Berorientasi pada tujuan (purposive behavior); 
2) Keseluruhan dipandang lebih baik da-
ripada sekedar penjumlahan bagian-bagi-
annya (wholism); 3) Sistem tersebut berinte-
raksi dengan sistem yang lebih besar, seperti 
sistem eko-nomi, sosial budaya, politik dan 
hankam serta masyarakat dalam arti luas 
sebagai super sistem (operasi); 4) Operasio-
nalisasi bagian-bagiannya menciptakan sis-
tem nilai tertentu (transformation); 5) Antar 
bagian sistem cocok satu sama lain (interrelat-
edness); dan 6) Adanya mekanisme control 
dalam rangka pengendalian secara terpadu 
(control mechanism). 

Sebagai suatu sistem, peradilan pidana 
mempunyai perangkat struktur atau subsist-
em yang seharusnya bekerja secara koheren, 
koordinatif dan integratif agar dapat men-
capai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. 
Kombinasi antara efisiensi dan efektivitas 
tersebut sangat penting, sebab belum tentu 
efisiensi masing-masing subsistem, dengan 
sendirinya menghasilkan efektivitas. Frag-
mentasi yang bersifat mutlak pada satu sub-
sistem akan mengurangi fleksibilitas sistem 
dan pada gilirannya bahkan akan menjadi-
kan sistem tersebut secara keseluruhan dis-
fungsional (Ketaren et al., 2013). 

PPNS sebagai aparat penyidik tindak 
pidana dalam lingkup bidang tugasnya 
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melaksanakan penyidikan di bawah koordi-
nasi oleh penyidik Polri merupakan bagian 
dari sistem peradilan pidana karena dalam 
melaksa-nakan tugas dan fungsinya beker-
jasama dan berinteraksi dengan subsistem-
subsistem penegak hukum lain dalam ke-
rangka sistem peradilan pidana. PPNS se-
bagai bagian dari sistem peradilan pidana 
mempunyai hubungan kerja baik dengan ke-
polisian, penuntut umum dan pengadilan. 

Ketentuan KUHAP yang mengatur 
hubungan kerja sama tersebut adalah sebagai 
berikut: 1) Hubungan kerja PPNS dengan 
POLRI, yang terkait dengan: a) Koordinasi 
dan penga-wasan PPNS berada pada Polri 
(Pasal 7 ayat 2), b) Petunjuk dan bantuan Pol-
ri kepada PPNS. (Pasal 107 ayat 1), c) 
Penghentian penyidikan diberitahukan kepa-
da Polri (Pasal 109 ayat), dan d) penyerahan 
berkas kepada penuntut umum melalui Polri 
(Pasal 110). 2) Hubungan kerja PPNS dengan 
penuntut umum, meliputi: a) Kewajiban 
PPNS memberitahukan telah dimulainya pe-
nyidikan kepada penuntut umum (Pasal 109 
ayat 1), b) Penghentian penyidikan diberita-
hukan kepada penuntut umum (Pasal 109 
ayat 2), c) Penyerahan berkas perkara hasil 
penyelidikan kepada penuntut umum (Pasal 
110 ayat 1), dan d) Penyidikan tambahan 
berdasarkan petunjuk penuntut umum da-
lam hal berkas perkara dikembalikan karena 
kurang lengkap. 3) Hubungan kerja PPNS 
dengan pengadilan negeri, terkait dengan: a) 
PPNS mengadakan penggeledahan rumah 
harus dengan surat izin ketua pengadilan 
negeri (Pasal 33), b) PPNS mengadakan pe-
nyitaan harus dengan surat izin ketua pen-
gadilan negeri (Pasal 38), c) PPNS melakukan 
pe-meriksaan harus izin khusus dari ketua 
pengadilan negeri (Pasal 47), d) Dalam acara 
pemeriksaan tindak pidana ringan, PPNS 
langsung menghadapkan terdakwa, barang 
bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke 
pengadilan negeri (Pasal 205). 

Dari keseluruhan hubungan kerja di 

atas, meskipun PPNS mempunyai hubungan 
kerja dengan aparat penegak hukum lainnya, 
tetapi yang paling penting dalam upaya 
mewujudkan penyelenggaraan peradilan pi-
dana secara terpadu adalah hubungan kerja 
antara PPNS dengan Polri. 

Dalam ilmu hukum dikenal ada-nya 
prinsip lex specialis derogat lex generalis, pera-
turan perundang-undangan tentang ling-
kungan hidup berlaku sebagai hukum khu-
sus menyampingkan hukum umum, dalam 
hal ini hukum acara pidana (HAP). Penyidik 
di bidang lingkungan hidup diberikan 
wewenang untuk memasuki segala tempat 
untuk melakukan pemeriksaan dalam men-
cari data dan bukti bukti tentang adanya tin-
dak pidana. PPNS mendapatkan kewenang-
an untuk menyidik berdasarkan Undang-
Undang yang menjadi dasar hukumnya, se-
hingga penyidikannya terbatas sepanjang 
menyangkut tindak pidana yang diatur da-
lam undang-undang tersebut.  

Bentuk hubungan kerja antara penyidik 
POLRI dengan PPNS di bidang sumber daya 
alam dalam penye-lesaian tindak pidana 
yakni berhubungan dengan bentuk hub-
ungan kerja secara fungsional yang meliputi 
kegiatan-kegiatan seperti hubungan kerja di 
bidang operasional dan hubungan kerja di 
bidang pembinaan. 

Urgensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Se-
bagai Penyidik Tindak Pidana Di Bidang 
Lingkungan Hidup Dalam Sistem Peradilan 
Pidana Berdasarkan Keahlian Khusus PPNS 

Pemahaman terhadap Sistem Peradilan 
Pidana Terpadu atau SPPT yang sesung-
guhnya, adalah bukan saja pemahaman da-
lam konsep integrasi itu sendiri, tetapi sistem 
peradilan pidana yang terpadu mencakup 
makna substansiil dari urgensitas simbolis 
prosedur yang terintegrasi tetapi juga me-
nyentuh aspek filosofis makna keadilan 
secara terintegrasi sehingga dengan demi-
kian penegakan hukum pidana materiil yang 
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dikawal dan dibingkai oleh norma peraturan 
perundangan yang menjadi wilayah hukum 
pidana prosedural, dapat lebih didekatkan 
pada prinsip dan substansi penegakan hu-
kum yang sekaligus menegakkan keadilan. 

Upaya yang dilakukan pembuat un-
dang-undang dalam mengantisipasi dan me-
nanggulangi kejahatan yang cenderung me-
ningkat baik secara kuantitas maupun secara 
kualitas adalah menyusun peraturan Perun-
dang-Undangan yang memberikan kewe-
nangan pada institusi lain, di luar Polri, un-
tuk terlibat dalam proses penyidikan. Hara-
pannya, proses penyidikan dapat diperiksa 
dan diselesaikan secara cepat, tepat dan ber-
muara pada terungkapnya suatu peristiwa 
tindak pidana. Institusi sipil yang diberi we-
wenang untuk melakukan penyidikan suatu 
kasus pidana adalah PPNS (Sodikin, 2017).  

Penegakan hukum atas tindak pidana 
di bidang Lingkungan Hidup mutlak diper-
lukan untuk meminimalisasi kerusakan sum-
ber daya alam baik darat maupun laut/ per-
airan di masa yang akan datang. Penegakan 
hukum ini melibatkan berbagai instansi 
pemerintah, salah satunya yaitu pihak ke-
polisian yang bertugas melakukan penyidi-
kan atas tindak pidana di bidang sumber 
daya alam yang terjadi. Tindak pidana ling-
kungan hidup menyangkut aspek yang ser-
ing bersifat teknis yang memerlukan keahl-
ian tertentu dalam mengumpulkan bukti 
yang sangat dibutuhkan dalam pembuktian 
di pengadilan. Untuk itu sangatlah penting 
apabila instansi yang berwenang melakukan 
penyidikan ini mempunyai kemampuan 
yang baik dan handal. Untuk itu kemampu-
an ini sangat didukung oleh penguasaan hal-
hal yang disidik. Dalam Pasal 6 KUHAP 
ditentukan bahwa penyidik adalah Pejabat 
Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejab-
at Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi 
wewenang khusus oleh Undang-Undang. 

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 2 disebut-
kan bahwa penyidikan adalah serangkaian 

tindakan penyidik dalam hal dan menurut 
cara yang diatur dalam undang-undang ini 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti 
yang dengan bukti itu membuat terang ten-
tang tindak pidana yang terjadi dan guna 
menemukan tersangkanya” Ketentuan Pasal 
tersebut diperhatikan dapat disimpulkan be-
berapa pengertian dari penyidikan yaitu se-
rangkaian tindakan penyidik yang dilakukan 
untuk mencari dan sekaligus mengumpul-
kan bukti dari suatu tindak pidana.  

Bukti yang dikumpulkan tersebut akan 
digunakan untuk mengungkap suatu tindak 
pidana yang terjadi sehingga dapat diketahui 
pelaku dari tindak pidana yang bersangku-
tan. Kemampuan penyidik dalam kasus tin-
dak pidana di bidang lingkungan hidup 
mempunyai peran dalam keberhasilanya me-
nangani kasus tersebut. Pengajuan alat bukti 
dalam kasus tindak pidana lingkungan hi-
dup bukan hal yang mudah, karena pen-ce-
maran maupun kerusakan di bidang Ling-
kungan Hidup sering terjadi dalam keaaan 
kumulatif, dengan banyak faktor yang ber-
peran sehingga sulit untuk membuktikan 
sumber dari pencemaran dan/atau kerusa-
kan sumber daya alam tersebut. 

Hal ini berarti urgensi PPNS berda-
sarkan kemampuan khusus dari hasil hasil 
pelatihan teknis yang dimi-liki oleh PPNS 
atas tindak pidana di bidang sumber daya 
alam dalam kaitannya dengan tindak pidana 
pada masing-masing sektor. Keberadaan 
PPNS sebagai penyidik atas tindak pidana di 
bidang sumber daya alam dihadirkan karena 
penyidik (dalam hal ini) Polri menghadapi 
kendala tertentu dalam penyidikan di bidang 
lingkungan hidup. 

Berkaitan dengan syarat-syarat ke-
pangkatan sebagai penyidik, maka perlu dil-
akukan penyelidikan yang efektif dan efisien 
dengan kriteria persyaratan yang ahrus di-
penuhi, yang dikutip dari buku Mabes Polri, 
Himpunan Bujuklak Bujuklap dan Bujukmin 
Proses penyidikan tindak pidana sebagai 
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berikut (Mabes Polri, 2000): a) Pelaksanaan, 
yaitu: 1) Formal. Penyidik adalah pejabat 
kepolisian negara republik indonesia yang 
diberi we-wenang menurut Undang-Undang 
(Pasal 1 butir (4) KUHAP jo Pasal 1 butir 8 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ten-
tang kepolisian negara republik Indonesia. 2) 
Fisik. Memiliki badan yang sehat jasmani 
dan rohani (Memiliki daya tahan yang kuat, 
mobilitas tinggi, bersikap samapta). 3) Men-
tal, yang meliputi: Memiliki disiplin, mem-
iliki kesetiaan dan kejujuran, bersikap penuh 
percaya diri, dapat memegang teguh rahasia, 
rajin, tekun dan ulet, memiliki keberanian 
dan ketabahan dalam menghadapi risiko, 
cermat, teliti dan tanggap dalam menilai 
keadaan/situasi, dan penuh inisiatif dan 
pandai menyesuaikan diri dengan keada-
an/situasi. b) Kemampuan. Mampu melaku-
kan taktik dan teknik penyelidikan, yaitu: 
menguasai KUHAP dan peraturan-peraturan 
lain-nya, memiliki pengetahuan umum yang 
luas, mengetahui situasi/ karakteristik ling-
kungan serta sasaran penyelidikan, memiliki 
kemampuan bela diri dan kemampuan me-
nggunakan senjata (yang menjadi keleng-
kapan tugasnya), mampu melakukan alut 
dan alsus yang menjadi kelengkapan tugas-
nya, mampu melakukan adaptasi terhadap 
lingkungan yang menjadi objek penyelidi-
kannya, menguasai dan memahami kasus 
yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut, 
mengetahui latar belakang/ motif sasaran 
penyelidikan, dan mampu melakukan perki-
raan sementara tentang informasi yang di-
dapat tanpa membuat sugesti. c) Sarana Per-
alatan. Dalam pelaksanaan penyelidikan/ 
penyidikan harus didukung oleh peralatan 
yang memadai sesuai kebutuhan. Sarana 
yang memungkinkan diperlukan dalam 
rangka pelaksanaan tugas antara lain (Anwar 
dan Adang, 2011: 1) Teropong dan atau ka-
mera untuk melakukan observasi dari jarak 
jauh yang dapat digunakan pada waktu mal-
am hari; 2) Berbagai alat tulis untuk sarana 

per-alatan hasil penyelidikan, 3) Berbagai 
peralatan untuk menyadap/ merekam pem-
bicaraan secara terbuka dan secara tertutup, 
4) Handycam dan tustel, 5) Perlengkapan 
untuk dapat melakukan penyamaran berupa 
pakaian, surat-surat identitas diri, kendaraan 
dan lain-lain, 6) Alat komunikasi yang tepat 
untuk pelaksanaan tugas, 7) Fasilitas dan sa-
rana lain yang diperlukan. 

Tindak pidana di bidang Lingkungan 
Hidup menyangkut aspek yang sering bersi-
fat teknis, sehingga memerlukan keahlian 
tertentu untuk melakukan penyidikan, yang 
sukar diharapkan dari para penyidik pejabat 
POLRI. Oleh karena itu diperlukan pejabat 
pegawai negeri sipil yang mengadakan pe-
nyidikan di bidang di bidang pengelolaan 
sumber daya alam yang diberi kewenangan 
khusus sebagai penyidik sebagaimana di-
maksud dalam KUHAP (Hardjasoemantri, 
2002).  Kewenangan penyidikan yang dimili-
ki oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil 
hanya terbatas sepanjang yang menyangkut 
dengan tindak pidana yang diatur dalam 
tindak pidana khusus tadi. Pengangkatan 
PPNS secara fungsional ditujukan khusus 
untuk melakukan penyidikan pada bidang-
bidang tertentu sesuai dengan undang-un-
dang yang menjadi dasar hukum pelaksa-
naan tugasnya. Tindak pidana khusus adalah 
semua tindak pidana yang diatur dalam per-
aturan perundang-undangan tertentu di luar 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Keberadaan PPNS tersebut sangat ur-
gen karena kemampuan khusus dan pelati-
han keterampilan teknis yang dimiliki dalam 
kaitannya dengan tindak pidana di bidang 
sumber daya alam. Keberadaan PPNS di bi-
dang sumber daya alam, telah mempunyai 
landasan hukum yang kuat dan PPNS di-
bekali ilmu dan keterampilan yang bersifat 
teknis, namun keterbatasan fasilitas, dukung-
an personil maupun hambatan koordinasi 
dengan Penyidik Polri masih menjadi ken-
dala yang patut diperhatikan. Bagi Polri sen-
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diri memang harus mengakui akan perlunya 
PPNS dengan keahlian tertentu untuk mela-
kukan penyidikan khususnya tindak pidana 
di bidang Lingkungan Hidup (Nurdin, 2017; 
dan Manik, 2018).  

4. Simpulan dan Saran 

Simpulan 

Urgensi penyidik pegawai negeri sipil 
sebagai penyidik tindak pidana di bidang 
lingkungan hidup dalam sistem peradilan 
pidana adalah penyidikan berdasarkan ke-
mampuan khusus dari hasil pelatihan ket-
erampilan tek-nis yang dimiliki PPNS atas 
tindak pidana di bidang lingkungan hidup 
dalam kaitannya dengan tindak pidana. 
Keberadaan PPNS di bidang lingkungan hi-
dup dihadirkan karena penyidik (Polri) 
menghadapi kendala tertentu dalam penyi-
dikan atas tindak pidana di bidang ling-
kungan hidup. 

Saran  

Penguatan eksistensi PPNS Dalam 
Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang 
Lingkungan Hidup dapat dilakukan dengan 
pembuatan instrument peraturan yang lebih 
rinci. Selain itu ketersediaan fasilitas yang 
memadai untuk pelaksanaan kewenangan 
PPNS. 
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